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BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWf TIMUR 

I 

PERATURAN BUijATI TUBAN 

NOMOR 5 T4iUN 2021 
' 

TENTANG 
I 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
I 

LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN TUBAN 

' 
I 

Menimbang a. bahwa sebagai tindaJl<:Ianjut atas ketentuan Peraturan 

Mengingat 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan At!fs Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Penguniuman dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelengga)-a Negara, maka materi pengaturan 
mengenai tata """I' pelaporan harta kekayaaan 
penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tuban, per!u disesuaikan; 

b. bahwa Peraturan Bupi,.ti Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
' Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Llngkungan 
Pemerintah Kabupate+ Tuban, sudah tidak sesuai dan 
perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati terltang Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negaq,. di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tuban; I 

I 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daenili-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi P.iawa Timur, sebagaimana telah 
diubah dengan Undan~-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambah'/-" Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730}; 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Neg~ Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dal, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
i 

Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang NomJr 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T,ilhun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Rbublik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
i 

Nomor 10 Tahun 2915 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
' 

Korupsi Menjadi Unldang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Repnblik Indonesia Nomor 5661); 

4. Undang-Undang NomJr 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lemba;ran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor i6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nobior 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201~ Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah behi,rapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T{hun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah! Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Nege1 Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indon¢sia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintahl Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan : Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan DaeraJii (Lembaran Negara Republik 
' Indonesia Tahun 2017) Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonksia Nomor 6041); 
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8. Peraturan Komisi P~mberantasan Koru.psi Nomor 07 
Tahun 2016 tent!ang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan I Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Ne~ (Berita Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor: 985), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan IKomisi Pemberantasan Koru.psi 
Nomor 2 Tahun 2020:tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemberantasap Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(Berita Negara Repuillik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
' 572); 

MEl\1UTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI ~ENTANG PELAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGJARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. 

! BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 

'i Pasal 1 

i 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah aditlah Pemerintah Kabupaten Tuban. 

2. Bupati adalah Bupati f'ban. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tuban. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya 
' 

disingkat dengan KPK adalah lembaga negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentangl Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
' 

tentang Perubahan ! Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 200k tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsii 
! 

6. Administrator lnstansi) yang selaajutnya disebut Admin 

Instansi adalah pejaikt/pegawai yang ditunjuk oleh 

Pimpinan Instansi : untuk mengelola Aplikasi 

e-Regristration LHKPN ii lingkungan instansinya. 

j 
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7. Administrator Unit Keija, yang selanjutnya disebut Admin 

Unit Kerja adalah pdjabat/pegawai yang ditunjuk oleh 

Pimpinan Instansi I untuk mengelola Aplikasi 

e-Regristration LHKP~ di lingkungan unit kerjanya pada 

masing-masing ins~bi. 

8. Penyelenggara Negart,. adalah Pejabat Negara yang 
I 

menjalankan fungsi ~ksekutif, legislatif, atau yudikatif, 
' dan pejabat lain Y'f'g fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan peqyelenggaraan negara atau pejabat 

publik lainnya sesuku dengan ketentuan peraturan 
I 

perundang-undangan rang berlaku. 

9. lstri/suami adalah 8/'seorang yang terikat hubungan 

perkawinan menurut !hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaan sesu~ peraturan perundang-undangan. 

10. Anak Tanggungan adJiah anak kandung, anak tiri, anak 

angkat dan/ atau 8f'ak asuh yang dibiayai atau 

mendapatkan bantu$.n finansial dalam pemenuhan 

kebutuhan lainnya d.Jn Penyelenggara Negara dan/ atau 
lstri/Suami. 

11. Harta Kekayaan ada!Iah harta benda berupa benda 

bergerak atau tidak [ bergerak, berwujud atau tidak 
' berwujud, termasuk )lak dan kewajiban lainnya yang 

dapat dinilai denglu, uang yang dimiliki oleh 
I 

Penyelenggara Negara beserta istri / suami dan anak yang 

masih dalam tanggun~ Penyelenggara Negara, baik atas 

nama Penyelenggara I Negara atau orang lain, yang 

diperoleh sebelum d.ln selama Penyelenggara Negara 

memangku jabatannyd. 
I 

12. Laporan Harta Keka)jaan Penyelenggara Negara, yang 

selanjutnya disingkat[ dengan LHKPN adalah laporan 

dalam bentuk cetak ~an/ atau bentuk lainnya ten tang 
I 

uraian dan rincian infr.rm.asi mengenai Harta Kekayaan, 

data pribadi, termasq.k penghasilan, pengeluaran dan 

data lainnya atas Harti, Kekayaan Penyelenggara Negara. 
I 

13. Wajib LHKPN adalah IPenyelenggara Negara yang wajib 

menyampaikan LHKP~ kepada KPK. 
I 

14. Pendaftaran adalah i penyampaian LHKPN oleh 

Penyelenggara Negara kepada KPK. 
I 
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15. Tanda Terima adalahf dokumen, termasuk namun tidal< 

terbatas pada doku~en elektronik yang tidal< terbatas 

pada dokumen eJektr<t,ik yang diberikan oleh KPK kepada 

Penyelenggara Neg3fa sebagai bukti bahwa yang 

bersangkutan telah I memenuhi kewajibannya dalam 
. i 

menyampa,kan LHKPf secara lengkap. 

16. Pengumuman adal pengumuman LHKPN oleh 

Penyelenggara Negara kepada Publik. 

BAB II 

PENDflFTARAN LHKPN 

Balgian Kesatu 

Peny+paian LHKPN 

I Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negarl wajib menyampaikan LHKPN 

kepada KPK pada saatl 

a. pertama kaJi mbnjabat dan diangkat sebagai 
' 

Penyelenggara Neg~; 
! 

b. berakhirnya ma~ jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negtra; 

c. pengangkatan keJl'1bali sebagai Penyelenggara Negara 
! 

setelah berakhimy8. masajabatan atau pensiun; atau 
! 

d. masih menjabat. ', 

(2) LHKPN sebagaimana tlimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 

huruf b dan huruf c, l wajib disampaikan daJam jangka 
I 

walctu paling Jambat f (tiga) bulan terhitung sejai< saat 

pengangkatan perta.Jria/berakhirnya jabatan/pensiun/ 
I 

pengangkatan kembaiil setelah berakhirnya masa jabatan 

atau pensiun sebagai Pienyelenggara Negara. 
(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

I 

wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 
! 

sekali atas harta kek/ayaan per tanggal 31 Desember 

tahun laporan. [ 

(4) LHKPN sebagaimana I dimai<sud pada ayat (3) wajib 

disampaikan paling !~bat tanggal 31 Maret tahun 

berikutnya. [ 

(5) Penyelenggara Negara! yang ditetapkan sebagai Wajib 

LHKPN sebagaimana dimai<sud pada ayat ( 1), tercantum 

dalam Lampiran I \dan merupai<an bagian tidal< 

terpisahkan dari Peratiran Bupati ini. 
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Pasal 3 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 wajib dilaksknakan secara elektronik melalui 
! 

laman resmi KPK. 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memua~: 

a. nama; I 

b. jabatan; 

c. instansi; 
', 

d. tempat dan tanggal lahir; 

e. alamat; I 

f. identitas lstri/Suami, anak baik Anak Tanggungan 

maupun bukan Anak Tanggungan; 

g. jenis, nilai, asal [usul dan tahun perolehan serta 

pemanfaatan Harta Kekayaan; 

h. besaran penerimaan dan pengeluaran; 

i. surat kuasa men~apatkan data keuangan dengan 

tanda tangan sesuki dengan kartu Tanda Penduduk; 

dan 

j. pernyataan dari Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN merupakan dohimen milik negara. 
i 

Bagian Kedua 

Verifikasi LHKPN 
' iPasal 4 
' ' 

( 1) KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN 

yang disampaikan sebigaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
' (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti 

ketepatan dan kelengl{apan pengisian LHKPN termasuk 

surat kuasa mendapatj{an data keuangan. 

IPasal 5 
I 

( 1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi 

kepada Wajib LHKPN ~ing lambat 60 (enam puluh) hari 
I 

kerja sejak LHKPN disatmpaikan. 

(2) Apabila hasil verifiksi administratif menyatakan 

penyampaian LHKPN \,elum lengkap, maka KPK akan 

menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib LHKPN 

mengenai bagian-~ dari LHKPN yang masih harus 

diperbaiki dan/atau dil!"Jlgkapi oleh Wajib LHKPN. 
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(3) Wajib LHKPN melakukan perbaikan dan/atau 

menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 
' 

(tiga puluh) hari ! kalender sejak diterimanya 
' pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2). 

(4) Dalam ha! batas wakti.l sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) jatuh pada hari li~ur, maka penyampaian perbaikan 
' dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling 

lambat pada hari kerja berikutnya. 

(5) Apabila Wajib LHl{f'N tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksJd pada ayat (3) dan ayat (4), maka 

LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih 

Janjut dan yang i bersangkutan dianggap belum 
menyampaikan LHKPlif. 

' 

Pasal 6 

' (1) Dalam ha! berdasarkan basil 
' 

verifikasi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LHKPN dinyatakan 

lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Wajib 
' LHKPN. I 

(2) Formulir Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam 1/4.mpiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari jPeraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENGU"'1lJMAN LHKPN 
' 
! Pasal 7 

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN 
' 

paling lambat 2 (d~a) bulan setelah Wajib LHKPN 
' menerima Tanda Terinla dari KPK. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara elektronik dan/ atau non-elektronik 

melalui media penguJuman resmi KPK dan/atau laman 

resmi Pemerintah' Daerah pada alamat 

www.tubankab.go.id. 

(3) Format pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana 
' 

dimaksud pada ayat (~), tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagiah tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BAB IV 
i 

UNIT PENGELOLA LHKPN 

Pasal8 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

pengelolaan LHKPN di Iingkungan Pemerintah Daerah, di 

bentuk Unit Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalaro Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan liari Peraturan Bupati ini. 
! 
! 

Pasal 9 

Unit Pengelola LHKPN sel1agairoana dimaksud dalaro Pasal 8 
' terdiri dari: 

a Koordinator LHKPN bertugas: 
! 

1. berkoordinasi dengjm KPK dalaro hal monitoring dan 
' 

evaluasi terhadaj) kepatuhan Wajib LHKPN 

melaporkan dan !mengumnmkan. harta kekayaan 
la! . lika J LHKPN d alaroa meu, ap s, e- paa t 

www.elhkpn.kpk.gocid; 

2. melakukan pemantl,uan dan evaluasi terhadap Admin 
I 

Instansi dan Admin Unit Kerja dalam melakukan 

pengelolaan data w,).jib LHKPN; 
' 3. peroberian sosialisa,si kewajiban LHKPN kepada Wajib 

LHKPN; 

4. melakukan pemantauan terhadap perkembangan 

pemenuhan peiaporlm LHKPN sesuai batas waktu yang 

ditentukan; dan 

5. mengusulkan peb.jatuhan sanksi 

tarobahan penghai\iian pegawai ASN 

pemotongan 

berdasarkan 

prestasi kerja dan hj1kuman disiplin bagi Wajib LHKPN 

yang tidak menyamj,aikan LHKPN. 

b. Administrator LHKPN, j:erdiri dari: 

1. Admin lnstansi bert4gas: 

a) sebagai verifikatqr pada modul e-Regristration, yaitu 

melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib 
LHKPN; ' 

b) membuat akun a~min Unit Kerja; 

c) memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN 
' 

dan birnbingan teknis mengenai tata cara pengisian 

LHKPN kepada ~ajib LHKPN; 
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d) mengkoordinasi~ pemenuhan dan pengiriman 
' formulir aktivasi e-filling LHKPN; 

e) memantau diµ, melaporkan perkembangan 

f) 

pemenuhan peli>.poran LHKPN kepada Koordinator 

LHKPN; 

menyiapkan rnfuan pemberian surat peringatan 
I 

bagi W ajib LHKPN yang tidak melaporkan harta 

kekayaannya se~uai batas waktu yang ditentukan; 
dan 

g) menyiapkan bal).an proses penjatuhan sanksi bagi 

Wajib LHKPN i yang tidak melaporkan harta 
I 

kekayaannya setelah diberikan peringatan yang 

cukup. 

2. Admin Unit Kerja b~rtugas: 

a) sebagai petuga~ entri data, untuk melakukan 

pemutakhiran d~ta Wajib LHKPN; 

b) mengaktifkan akun Wajib LHKPN, sehingga Wajib 

LHKPN dapat menggunakan modul e-.filling; dan 
' 

c) membantu pJlaksanaan sosialisasi terkait 
kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai 

' tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN; 
I 

d) membantu menyiapkan bahan laporan 

perkembangan ppmenuhan pelaporan LHKPN; 

e) membantu menyiapkan bahan surat peringatan 

bagi W ajib LHKPN yang tidak melaporkan harta 
kekayaannya se1uai batas waktu yang ditentukan; 
dan 

f) membantu men~iapkan bahan proses penjatuhan 

sanksi bagi W ajib LHKPN yang tidak melaporkan 

harta kekayaann.ya setelah diberikan peringatan 

yangcukup. 

'.BABV 

PENGAWASAN DAt>/ SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 10 

Atasan langsung Wajib LHta>N mempunyai kewajiban untuk: 

a. melakukan pengawasap. dan evaluasi secara berjenjang 
terhadap pemenuhah pelaporan Wajib LHKPN 

I 
bawahannya sesuai ljatas waktu dan tahapan yang 

ditetapkan; 
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b. mendorong dan µiengupayakan apabila terjadi 

keterlambatan pelapol-an Wajib LHKPN bawahannya; dan 

c. memfasilitasi proses penjatuhan sanksi terhadap Wajib 

LHKPN yang tidak me)aporkan LHKPN. 
,, 

, Pasal 11 

(1) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporannya 

sesuai batas waktu y,¢.g ditentukan, diberikan peringatan 

tertulis sebanyak 3 (liga) kali dengan tenggang waktu 

masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(2) Apabila sampai deng'ilJl batas waktu peringatan ketiga 
' berakhir, Wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaan, 

maka: 

a. dijatuhi hukumatj disiplin be.rat karena melanggar 

ketentuan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2~10 ten tang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil; dan 

b. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan pres~si kerjanya tidak diberikan pada 

bulan berikutnya tbrhitung sejak berakhimya jangka 

waktu peringatan ketiga, sampai dengan Wajib LHKPN 
' melaporkan harta kekayaannya. 

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dengan format sebagaiinana tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagiah tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(4) Penjatuhan hukuma)l disiplin 
i 

dimaksud pada ayat '(2) huruf a 

berat sebagaimana 

dilaksanakan sesuai 

prosedur yang diatur dhlam Peraturan Pemerintah Nomor 
' 53 Tahun 2010 tentan~ Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

iBABVI 

KETENfUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peradiran Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 23 Tahun 2Ql 7 tentang Tata Cara Pendaftaran 

dan Pengumuman Lapora!n Harta Kekayaan Penyelenggara 
I 

Negara di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dicabut 

dan dinyatakan tidak berl!lku. 

I 



LAMPJRAN V 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN. 

FORMAT SURAT PERINGATAN 

i 
KOP SEKRETARIAT DAERAH 

SURAT PERINGAtAN 1/II/IIr 

NOMOR: ....... . 

TENTANP 

Tuban, ..... 

Kepada 

Yth ...... . 

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN BAGI WAJIB LHKPN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAf\ KABUPATEN TUBAN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 
' 

Tahun 2021 

tentang Pelaporan Harta Kekayaan PJnyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tuban, njaka. terhadap PNS yang telah 

ditetapkan sebagai W ajib LHKPN di bb.wah ini : 

Nama 

NIP 

Pangkat/ Go!. Ruang 

Jabatan 

PD 
' 
I, 

diberikan peringatan I/II/III" karena 1tidak melaporkan harta kekayaan 

sesuai batas waktu yang ditentukan. , 
'· Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Saudara segera 

melaporkan harta kekayaan dimaksu<jl paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
' kalender setelah surat peringatan 1/II!/III' ini Saudara terima. 
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, Pasal 13 

ini I mulai berlaku sejak tanggal 

Agar setiap orang ! mengetahuinya, memerintahkan 
! 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Betita Daerah Kabupaten Toban. 

Diundangkan di Toban 
pad.a t.anggal 4 Januari 20121 

SEKRETARIS DAERAH 
UPATEN TUBAN, 

BUDIW ANA 

Ditetapkan di Toban 
pada tanggal 4 Januari 2021 

I 
BERITA DAERAH KABUPATEN TI/BAN TAHUN 2021 SERIE NOMOR 1 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR s TAHUN 2021 
TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN. 

DAFTAR WAJIB LHKPN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

NO NAMAJABATAN 

I. 

I. Bupati Toban. 

2. Wakil Bupati Toban. 

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

4. Pejabat sebagai Pengguna Anggaran. 

5. Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

6. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan RSUD. 
Pejabat Administrator, Pejabat Peng'awas, dan Auditor/Pejabat Fungsional 7 · da Ins ktorat Kabu ten Toban: 

' 8. Pejabat Administrator di seluruh Perangkat Daerah. 
Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan 

9 · Baran Jasa dan Administrasi Pem),an nan Setda Kabu aten Tu ban. 

BUPAT 

H. FA HUL HUDA 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR s TAHUN 2021 

TENTANG 
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN. 

FORMULIR TANDA TERIMA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGG~ NEGARA 

KPK - -
.......... ---..J~" ........ ·--..... ~-:•.-s.e----'c 

· bbru ,nsa · 

Ti\ND/\ Tl mr .. 1r, 

i ,,POR/\N H/\llT /\ KU<.f, Y ,'\AN Pf. NYH f Ni..,Cu"lfl,'\ N(l,,\Ri\ 

... 
u..-h'tp 

Svfllldtiw,• 

~ 
~~ 
T .... _Kwlm 

,,-•,· 

""""""" 

XXX'.&ltxK . -~ 

■ ., -. ·- .. r- --- ·-- .,. __ , 

0;.•kto1at Pft UfkPN I CIIII CIH!,t~: Ha I emamt s!~SUf I ,._;lfitism•eJt ~-- ,, -------~-------~------·-·-·--····•----, crNo&.-~ .. ff_..~ .. -..;.;~~.-iitoN~-~~w.:~"'••,,;;.~...,K · 

BUPATI BAN, 
A 

H. FAT LHUDA 



LAMPIRAN III 

PERATIJRAN BUPATI TIJBAN 

NOMOR 

TENTANG 

5 TAHUN2021 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TIJBAN. 

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGG~ NEGARA 

KPK - - 2XXX 

.....,_ -. • +n ;n a •••llNuc 
~ ·-·t ••s«!Ctk••••►-iii◄•• 
_,..IIIN4 :; NOll(OP au ,;Nl-aN,c,c 
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,,.·. -•s. ~_..sn'!~trAS 
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"'{' 

,V. TOTM ""1rf,._ DMA.-._...fiMllt 
_, .• ,, ,_.d,,. -~·-'-

i 

BUPAT 

-

w a.iiw 

---1 C I 

ULHUDA 



NO 

1. 
I 

1. 

2. 

3. 

II 

1. 

2. 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN. 

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGEWLA LHKPN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

JABATAN DALAM UNIT ; 
JABATAN ORGANIK PENGEWLA 

2. 3. 
Koordinator LHKPN ' 

Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Toban. 

Sekretaris 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber iDaya Manusia Kabupaten Toban. 

Anggota: a. lnspe1<1:ur Inspektorat Kabupaten Toban. 

b. Asisten. Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Sekda Kabupaten Toban. 

c. Asiste'n 
' 

Perekonomian dan Pembangunan 
Sekda Kabupaten Toban. 

d. Asiste:n Administrasi Umum Sekda Kabupaten 
Tubarl. 

e. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 
Pen~aan pada Badan Kepegawaian dan 
Pengelnbangan Sumber Daya Manusia 
Kabu11aten Toban. 

' Administrator LHKPN ' 

Admin Instansi Kepala Sub Bi dang Disiplin dan Penghargaan 
pada BJdan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Toban. 

Admin Unit Kerja Pengelola Disiplin pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupat!,n Toban. 

BUPAT. BAN, 

~ 

H. FA HUL UDA 

l 



LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TUBAN. 

FORMAT SURAT ~ERINGATAN 

KOP SEKRETARiiT DAERAH 

' SURAT PERINGAiAN I/11/IIr 

NOMOR: ....... . 

TENTANG 

Toban, ..... 

Kepada 

Yth ...... . 

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN BAGI WAJIB LHKPN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

Berdasarkan Peraturan Bup~ti Toban Nomor Tahun 2021 

tentang Peiaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
' Pemerintah Kabupaten Toban, nlaka terhadap PNS yang telah 

ditetapkan sebagai Wajib LHKPN di ~wah ini: 

Nama 

NIP 

Pangkat/ Go!. Ruang : 

Jabatan 

PD 

diberikan peringatan I/11/IIr karena ltidak melaporkan harta kekayaan 

sesuai batas waktu yang ditentukan . . 

Sehubungan dengan hal terJebut diatas, agar Saudara segera 

melaporkan harta kekayaan dimaksuc;t paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

' kalender setelah surat peringatan I/Il/111' ini Saudara terima. 



-2-

Apabila sampai dengan batas wakhi tersebut diatas Saudara belum 

melaporkan, maka akan diberikan peringatan berikutnya/dijatuhi 
I 

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. •• 

Tembusan ini disampaikan kepada: 

i 
1 SEKRETARIS DAERAH 

SELAKU KETUA UNIT PENGELOLA 
LHKPN KABUPATEN TUBAN 

Dr. Ir. BUD! WIYANA, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19671005 199202 1 004 

1. lnspektur Inspektorat Kabupaten Toban 
2. Kepala Perangkat Daerah Wajib LHKPN dimaksud. 

Catatan: 

* Lingkari sesuai tahapannya. 

** Coret yang tidak perlu. 

BUPAT 

H. FA HUL HUDA 


